
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR    10  TAHUN 2011 

TENTANG 

 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang  : a.  bahwa keberadaan hutan di Jawa Barat harus memberikan manfaat bagi 
masyarakat desa hutan dan kelestarian ekosistemnya; 

 b. bahwa  kemiskinan masyarakat desa hutan perlu mendapat perhatian 
serius dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui peningkatan 
ekonomi sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3660); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4814); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum 
(Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 124); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5271);  

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang 
Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 
Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang 
Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 
Nomor 8 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah  Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 71); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 18); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi         
Jawa Barat Nomor 21); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 49); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 68); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 26 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor .. Tahun 2011 tentang 
Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor .. Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ..); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan  

GUBERNUR JAWA BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai  
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat; 

6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  

8. Hutan Hak adalah hutan yang tumbuh di atas tanah/lahan yang dibebani 
hak milik maupun hak lainnya, dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha 
(nol koma dua puluh lima hektar) dan penutupan tajuk tanaman kayu-
kayuan lebih dari 50% (lima puluh persen). 

9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 

10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah.  

11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya.  

12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara 
terpadu.  

13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta 
jasa yang berasal dari hutan.  

14. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, 
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara 
optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 
kelestariannya.  
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15. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang 
tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan 
manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi 
utamanya. 

16. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 
potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 
mengurangi fungsi utamanya. 

17. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan 
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan 
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

18. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu 
dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

19. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan 
untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu 
dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 

20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 
alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna 
kepentingan pembangunan berkelanjutan.  

21. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, 
sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 

22. Masyarakat Desa Hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan di 
sekitar hutan yang kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya bergantung 
pada keberadaan sumberdaya hutan.  

23. Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang bekerjasama dengan prinsip 
yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling 
bertanggungjawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.  

24. Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus 
yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau 
memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. 

25. Perlindungan adalah usaha untuk membantu masyarakat desa hutan agar 
dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga dapat hidup mandiri dengan 
tetap menjaga kelestarian hutan. 

26. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas sumberdaya 
masyarakat desa hutan yang berkesinambungan melalui berbagai upaya 
untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

 

BAB II 

ASAS  

Pasal 2 

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dilaksanakan 
berdasarkan asas :  

a. kepastian hukum; 

b. saling menguntungkan;  

c. kemitraan; 


